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0.?.'a� k€: ��;;pari seh ."' har: r'1?.nus.!a dar: b .. d;'.\i 11 :"'�. s �b:tJa; 

subjek r.u..;.1rn �enng t' r it.at oalam perbuatari m CJr.gga hL.kL•m 

(Onrcchtn'at.geda •d) Perbuatan rnelanggar hu�.um th.J le· El !1 ;m• -<1 i:: p•hak· 

p;nak yang merasa drrug1kan atas teriad1nya peruuatan nu dan pinai\ ;;11nnya 

harus terbukti bahwa me:akukan perbuatan melanggar hukum tersebut. 

Pe�;;atan ..,..e!anggar hukum (Onrech�-natigedaad) d1amara p1hak­

p1hak ya"g melaku'<annya harus bertanggung iawab atas perbuatan yang 

d1lakukar.:v7a nu. aalam aman bahwa perbua:an melanggar hukum akan 

menif'lbu!ka,, pertanggungiawaban Namun suatu perbuatan me:anggar 

hukum akan lenyap sifat-s1fat melanggar hukumnya apab1la ada alasan­

alasan yang membenarkan sepert1 perdamaian. 

Oleh karena ilu penulis mengarnb1I judul dalam penulisan sknpsi ini yaitu . 

'Hilangnya Suatu P ertanggung J awaban Oalam Perbuatan Melanggar 

Hukum Men�rut Ki!ab Undang-Undang Hukum Perdata• (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Medan) 

Ketentuan akibat perbuatan metanggar hukum terdapat di setiap 

negara. termasuk d1 Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam Hukum 
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Adat dan Hukum Perdata yaitu dalam K.U.H. Perdata Pasal 1365 sampai 

dengan Pasal 1380, 
Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

harus mengganti kerugian tersebut. Dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 

1864 K.U.H. Perdata terdapat alasan yang dapat menghilangkan 

pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum. 

Salah satu alasan yang dapat mengh1langkan pertanggungjawaban 

terhadap perbuatan melanggar hukum adalah perdamaian (Accoord}, yang 

msrupakan oersetujuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri 

perse!isihan 

Sesua1 dengan penulisan skripsi irn dan sesuai dengan kasus yang penulis 

angkat, rnaka penulis berpendapat mefakukan perdamaian itu tidak diberi 

gant1 rug1, dan sebaga1 gantinya p1hak D1nas Penl<anan dan Kelautan kola 

Medan berjanJilbersedia untuk menanggulan91 seluruh biaya yang 

berhubungan dengan Upacara Adat lstiadat dan bersedia beke�a sama 

dengan Pihak Pertama didalam rnelakukan realisasi program-program 

Pemerintah RI dan program-program Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 

khususnya tentang kesejahteraan nelayan. 

Selain dari itu, apabila perbuatan melanggar hukum itu dilakukan oieh 

Pemerintah sebagai Penguasa tanpa rnengindahkan ketentuan hukurn yang 

berlaku, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebaga1 perbuatan melanggar 

hukum dari Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). 
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